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ABSTRAK

SHIDQI HASNA NABILA . 2023. ANALISIS PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAHDI KSPPS BMT AL-HUDA CABANG
KALIBENING BANJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI NO. 48/DSN-MUI/1/11/2005 Dosen Pembimbing: JUMAILAH, M.S.1.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diminati oleh para
anggota , di mana terdapat anggota yang ingin memiliki suatu barang, akan tetapi
tidak memiliki dana yang cukup, sehingga para anggota mengajukan pembiayaan
tersebut kepada pihak BMT, Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak
BMT maka anggota wajib melakukan prestasinya untuk membayarkan hutang
tersebut dengan cara angsuran atau cicilan sesuai dengan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak, dari pembiayaan tersebut masih banyak anggota yang
mengalami pembiayaaan bermasalah, sehingga BMT melakukan restukturisasi
pembiayaaan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) sebagai kebijakan
dalam upaya penyelamatan pembiayaan.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui apakah penjadwalan kembali
diterapkan di semua pembiayaan murabahah pada anggota pembiayaan
murubahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dan
Mengetahui bagaimana penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT
Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan
Syariah Nasional No0.48 /DSN-MUI/1/11/2005.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat
deskriptif. Dengan mengunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan di
mana penulis akan menganalisis kesesuain proses implementasi penjadwalan
kembali ( rescheduling) pembiayaan murubahah yang dilakukan di KSPPS BMT
Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No0.48 /DSN-MUI/I/I1/2005 Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: pelaksanaan penjadwalan kembali
(rescheduling) tagihan murabahah tidak diterapkan kepada semua anggota yang
mengalami pembiaayan bermasalah dan penjadwalan kembali (rescheduling)
tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara
sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005.

Kata Kunci: penjadwalan kembali, murabahah, pembiayaan bermasalah



ABSTRAK

SHIDQI HASNA NABILA . 2023. ANALYSIS OF RESCHEDULING OF
MURABAHAH BILLINGS AT KSPPS BMT AL-HUDA KALIBENING
BRANCH BANJARNEGARA IN THE PERSPECTIVE FATWA DSN MUI
NO. 48/DSN-MUI/1/11/2005 Supervisor: JUMAILAH, M.S.1.

Murabahah financing is financing that members are interested in, where
there are members who want to own an item, but do not have sufficient funds, so
members submit the financing to the BMT, after the financing is approved by the
BMT, the member is obliged to carry out his achievements to pay the debt by way
of installments or installments according to what has been agreed by both parties,
however, from this financing there are still many members who experience
financing problems, so that BMT restructures financing by rescheduling
(rescheduling) as a policy in an effort to save financing. This is due to the Covid
19 pandemic which has resulted in many people being laid off, the difficulty in
getting job vacancies and also the difficulties experienced by MSMEs during the
pandemic, including decreased sales due to reduced community activity outside as
consumers.

The purpose of this study is to find out whether rescheduling is applied to
all murabahah financing for members of murabahah financing at KSPPS BMT Al-
Huda Kalibening Banjarnegara Branch and to know how to reschedule
murabahah bills at KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch in the
perspective of Fatwa of the National Sharia Council No. .48/DSN-MUI/1/11/2005..

This research uses a type of empirical juridical research that is descriptive
in nature. By using a qualitative approach or field research where the author will
observe the implementation process of rescheduling murabahah financing carried
out at the KSPPS BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara Branch whether it is in
accordance with National Sharia Board Fatwa No0.48 /DSN-MUI/I/I1 /2005
Concerning the Rescheduling of Murabaha Claims.

The results of the analysis conclude that: The rescheduling of murabahah
bills is not applied to all members who experience financing problems and the
rescheduling of murabahah bills at KSPPS BMT Al-Huda Kalibening
Banjarnegara Branch is in accordance with Fatwa of the National Sharia Council
No.48/ DSN-MUI/1/11/2005.

Keywords: rescheduling, murabahah, non-performing financing
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1992 lembaga keuangan syariah mulai berkembangan di
Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya lembaga  keuangan  yang
berbasis  syariah yang melarang praktek konsep bunga (riba) pada
operasional mereka. yang lebih dikenal dengan bank syariah maupun
lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Adapun faktor penting yang
melatarbelakangi munculnya bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro
syariah adalah adanya larangan hukum riba secara jelas dalam Al-Quran. Riba
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun
pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip
muamalah dalam islam. Baitul Maalwat Tamwil (BMT) adalah salah satu
lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi. Selain itu
BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan
gabungan konsep “Baitul tamwil dan Baitul maal” dengan target
operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
Konsep baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan
antara  lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep baitul maal (rumah harta),



menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta ~ mengoptimalkan
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.?

Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsinya yakni
menghimpun dana dan menyalurkanya.? Adapun bentuk penyaluran dana
yakni dengan mengadakan kegiatan pembiayaan/ perkreditan kepada para
nasabah, yang dimana pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa
akad diantaranya,

a. Pembiayaan mudarabah, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan
mekanisme bagi hasil.

b. Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan
menggunakan mekanisme bagi hasil.

c. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang
dibayar dengan cara amgsuran atau pada saat jatuh tempo.

d. Pembiayaan bay' bi saman ajil, yaitu pemilikan suatu barang tertentu
dengan mekanisme pembayaran cicilan.

e. Pembiayaan gard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan
pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi®

Dari berbagai jenis pembiayaan diatas pembiayaan dengan akad

murabahah adalah salah satu pembiayaan yang diminati oleh para

Ficha Melina, “ Pembiayaan Murabahhah di Bitul mall Wat tamwil (BMT)”, Jurnal
Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, November 2020, h. 270

Andri Soemitra , “ Bank dan Lembaga keuangan Syariah”. (Depok: Kencana 2017), h.
484
3 Nur Rainto, “Lembaga Keuangan Syariah”, (Bandung: Pustka Setia 2012)

h,215



masyarakat , dimana terdapat anggota yang ingin memiliki suatu barang,
akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup, sehingga para anggota
mengajukan pembiayaan tersebut kepada pihak BMT, setelah pembiayaan
tersebut disetujui oleh pihak BMT maka anggota wajib melakukan
prestasinya untuk membayarkan hutang tersebut dengan cara angsuran atau
cicilan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam
hal ini BMT tidak menerapkan bunga dalam kegiatan oprasionalnya, maka
pembagian keuntungan dari akad murabahah tersebut berdasarkan profit
margin yang telah di sepakati di awal oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, dalam industri lembaga keuangan syariah baik itu bank
mau pun non-bank tidak selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa faktor
yang menghabat oprasional lembaga keuangan itu sendiri. terutama pada awal
tahun 2020, banyak sekali sektor ekonomi termasuk BMT menghadapi
tantangan dengan adanya pandemi covid-19. Sedangkan salah satu sumber
pendapatan dalam lembaga keuangan syariah yang paling besar adalah
kreditan/ pembiayaan. Sehingga lembaga keuangan syariah dituntut untuk
pandai mengelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian. 4

Dengan adanya pandemi covid 19 ini mengakibatkan terjadi
pembiayaaan bermasalah di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan,
banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja, sulitnya
mendapat lowongan pekerjaan dan juga kesulitan yang dialami UMKM

selama pandemi, di antaranya penurunan penjualan karena berkurangnya

“Misral, “Dampak Covid 19 terhadap Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit
PT. BRI KCTuanku Tambusai”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 12No. 1, Juni 2022, h.115



aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen, kesulitan permodalan karena
perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun,
adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan
penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu, serta adanya kesulitan bahan
baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari
sektor industri lain.®

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana
nasabahnya tidak menempati jadwal angsuran, dan memenuhi persyaratan
yang telah dituangkan dalam akad, sehingga terjadinya penunggakan. © hal ini
dapat mengakibatakan kerugian bagi pihak BMT. Dalam hal pembiayaan
bermasalah ini maka pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga
tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah
dapat dilakukan dengan cara restrukturisaisi. Restrukturisasi pembiayaan
merupakan upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam
kegiatan pembiayaan terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya.” Penyelamatan pembiayaan berdasarkan pasal 15
Peraturan Bank Indonesia  No0.10/18/PBI/2008/ Tentang Restukturisasi
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka restrukturisasi

pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah atau pembiayaan

SAini Zahra Amini , R. Djoko Andreas Navalino ,” Analisis Dampak Pandemi Covid 19
Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) di Kota Bogor” Jurnal Ekonomi
Pertahanan, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021,h. 238

6Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank
Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Ace”, lqtishadia
Volume 10 Nomor 1 2017, h. 76

’Siti Dea Nur Halizah, “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19
Terhadap Anggota ( Studi Kasus) PT Bank Sumut KCP Mandala By Pass, Medan Denai Kota
Medan ”, jurnal inovasi penelitian, Vol.2 No.11 April 2022, h.3726



istishna” dapat direstrukturisasi dengan cara: a). penjadwalan kembali
(rescheduling); b). persyaratan kembali (reconditioning); dan c). penataan
kembali (restructuring).®
Penjadwalan kembali (rescheduling) dalam pembiayaan Murabahah
diatur di dalam Fatwa DSN MUl NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang
penjadwalan kembali tagihan murabahah, dimana pihak BMT dapat
melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi
anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaanya sesuai
jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:
1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya
riil, dan
3. Perpanjngan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak
KSPPS BMT al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam
menjalankan usahanya selalu menerapkan konsep-konsep syariah yang
mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan
pijakan dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah. Pada
sistem operasi lembaga keuangan syariah pemilik dana dalam menanamkan
modalnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut disalurkan kepada

8Peraturan Bank Indonesia N0.10/18/PBI/ 2008/ tentang Restukturisasi Pembiayaan Bagi
Bank Syariah dan Unit Usaha syariah



mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang diminati
olen para anggota KSPPS BMT al-Huda. Akan tetapi dalam setiap
pembiayaan di BMT ini terdapat berbagai risiko, walaupun sebelum diadakan
pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis. Risiko yang biasa muncul
dalam pembiayaan murabahah adalah risiko yang terkait dengan pembayaran.
Ketika dalam mengangsur kepada BMT anggota biasanya tidak menjalankan
prestasinya untuk membayar angsuran kepada BMT sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain anggota tidak bisa melunasi
pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut wanprestasi. Penyebab
terjadinya wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena sengaja
atau benar-benar tidak mampu membayar.

Dalam kasus pembiayaan bermasalah pembiayaan bermsalah ini
KSPPS BMT al-Huda memiliki kebijakan untuk merescheduling kembali
tagihan murabahah tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu anggota agar
tetap mejalankan prestasinya dan meminimalisis kerugian dari pembiayaan
bermasalah tersebut.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan
manager KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara diperoleh
data anggota pembiayaan murabahah sebagai berikut. Total penjadwalan
ulang pembiayaan murabahah KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening

Banjarnegara.



Tahun | Jumlah Pembiayaan Pembiayaan | Total Pembiayaaan

Anggota Lancar Rescheduling | Rescheduling
2020 | 38 28 10 188.507.585
2021 |21 9 12 153.305674

Sumber: Wawancara dengan manager KSPPS BMT Al-Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk
meneliti tentang Analisis Penjadwalan Kembali Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening
Banjarnegara.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah penjadwalan kembali diterapkan di semua pembiayaan
murabahah pada anggota pembiayaan murubahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?
2. Bagaimana penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan

Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005?




C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui penjadwalan kembali di terapkan di semua pembiayaan
murabahah pada anggota pembiayaan murubahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara.

2. Mengetahui penjadwalan kembali tagihan murabahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara dalam perspektif Fatwa Dewan
Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan peneliti untuk
pengembangan teori ilmu hukum serta pembendaharaan pustaka
permasalahan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkaid dengan
implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.48 /DSN-MUI/1/11/2005

Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

2. Kegunaan Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
landasan untuk membentuk kebijakan pemerintah terkait kebijakan
pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank syariah, terutama akibat
dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pemerintah di sini
adalah Bank Indonesia (BIl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kementerian

Keuangan.



Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi
dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan
syariah seperti perbankan syariah, unit usaha syariah, dan bank
pembiayaan rakyat syariah, Sehingga dapat mencegah adanya

pembiayaan bermasalah.

E. Kerangka Teoretik

1. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan
dilakukan melalui rescheduling, yaitu upaya dalam melakukan perubahan
terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal
pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. Dasar
pertimbangan bagi pihak dilakukan rescheduling adalah masih adanya
keyakinan dari pihak bank bahwa anggota hanya mengalami kesulitan
likuiditas yang bersifat sementara, anggota masih kooperatif, masih
beritikad baik, serta masih memilki prorpek bisnis.®

Penjadwalan  kembali  (rescheduling) dalam pembiayaan
Murabahah diatur di dalam Fatwa DSN MUI No.48 /DSN-MUI/1/11/2005
Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah disebutkan bahwa
lembaga keuangan syariah  boleh melakukan penjadwalan kembali
(rescheduling) tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang

telah disepakati, dengan ketentuan

h. 200.
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a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya
riil;

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak.

Bentuk rescheduling yang dilakukan pihak lembaga keuangan kepada
anggota adalah memperpanjang jangka waktu pelunasan utang,
rescheduling dilakukan kepada anggota selama jangka waktu 12 (dua
belas) bulan. jika rescheduling belum memberikan hasil maka pihak
lembaga keuangan dapat melakukan tindakan selanjutnya.*®

F. Penelitian yang Relevan
Sebelum penelitian lebih lanjut, penulis mengkaji beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang penulis
angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang ditulis oleh Hajar Aswati Progam Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo tahun 2018, yang berjudul, “ Pelaksanaan
Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Walisongo
Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa No. 48/DSN-
MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tangihan Murabahah .
Dari hasil penelitia ini menyimpulkan bahwa penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Walisongo

1 Harrie Lutfie, Donni Juni Priansa, “ Manajemen Bisnis Perlembaga Keuangan
Kontemporer”, (Pustaka Setia: Bandung 2019)h. 153



Mijen Semarang dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan
pembiayaan  melalui  penjadwalan  kembali  (rescheduling).
Pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo, pihak BMT
memberikan jangka waktu kepada anggota yang tidak mampu
menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi pelaksanaan rescheduling
ini secara tidak langsung ada kelebihan ada kelebihan dari jumlah sisa
tagihan pokok. Pelaksanaan Rescheduling di BMT Walisongo
membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya yang
bermasalah. Dan pelaksanaan rescheduling di BMT Walisongo belum
sesuai dengan Fatwa NO. 48/DSN-MUI/I1/2005 tentang penjadwalan
kembali tagihan murabahah. Karena pada poin satu dalam fatwa
bahwa BMT tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, tapi
setelah direscheduling secara tidak langsung ada tambahan jumlah
sisa tagihan pokok. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan
penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya membahas
tentang penjadwalan kembali pada tagihan murabahah. Sedangkan
perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat
yaitu terdapat pada tempat penelitian yang akan di teliti dan proses
dalam rescheduling pembiayaan.!*

2. Penelitian yang ditulis oleh Lia Pratiwi Wahyuningtyas Progam Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam

1 Hajar Aswati, , “ Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT
Walisongo Mijen Semarang Relevansinya dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/11/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali Tangihan Murabahah” skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2018



Negeri (IAIN) Merto tahun 2019, yang berjudul, “ Penyelesaian
Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)’*?.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit macet pada akad
murabahah di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung disebabkan
oleh dua faktor. Pertama, faktor internal dikarenakan kurangnya
pengawasan perkreditan dan kelemahan sistem informasi perkreditan
yang ada. Kedua, Faktor eksternal yang disebabkan oleh kegagalan
usaha anggota. Penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman
Syariah (BAS) Sekampung dilakukan dengan cara memberikan surat
peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali
tidak ada 1tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kekurangan
tersebut maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk
menyelesaikan kemacetan. Penelitian ini mempunyai kesamaan
dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya
membahas tentang bagaimana penyelesaian kredit macet pada akad
murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini membahas
penyelesaian kredit macet pada akad murabahah dengan mengunakan
perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di Bank Aman

Syariah (BAS) Sekampung. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh

12 ia Pratiwi Wahyuningtyas, “ Penyeselesaikan Kredit Macet Pada Akad

Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS)
Sekampung), skripsi , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Merto tahun

2019,



penulis yaitu membahas terkait penyelesaian kredit macet pada akad
murabahah dengan cara musyawarah antara pihak BMT dan juga
nasabah dengan  mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara.

3. Penelitian yang ditulis oleh Isqu Amalia Progam Studi Hukum
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unviersitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, vyang
berjudul, “Analisis  Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan
Wanprestasi Dengan Akad Murabahah™*3. Dari hasil penelitin ini
menyimpulkan bahwa pelaksanaan rescheduling pada Bank Syariah
Mandiri cabang Kalianda dilakukan pada pembiayaan yang berada
pada kolektabilitas 3, yang harus melewati serangkaian analisa
kelayakan. Proses rescheduling itu sendiri yakni nasabah mengajukan
permohonan pelaksanan rescheduling kepada bank, kemudian
diproses AMR vyang diteruskan ke komite pembiayaan untuk
mendapatkan keputusan, jika disetujui maka unit risiko, unit bisnis,
dan unit recovery akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan
persetujuan komite pembiayaan dan setelah itu AMR dapat melakukan
rescheduling. Pelaksanaan rescheduling pada bank syariah mandiri

cabang Kalianda telah sesuai dengan No.13/16/DPbS tanggal 30 Mei

13 Isqu Amalia, “Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Wanprestasi
Dengan Akad Murabahah” skripsi, Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Unviersitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021



2011. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jangka waktu angsuran
tanpa menambah kewajiban yang tersisa. Penelitian ini mempunyai
kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya
penelitian ini  membahas tentang Pelaksanaan rescheduling
pembiayaan bermasalah dengan akad  murabahah. Sedangkan
perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat
yaitu penelitian ini membahas analisis pelaksanaan rescheduling
pada pembiayaan wanprestasi dengan akad murabahah di Bank
Syariah Mandiri Cabang Kalianda berdasarkan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 13/16/DPbS. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh
penulis yaitu membahas terkait rescheduling pada akad murabahah
dengan cara mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No0.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara.

4. Penelitian yang ditulis oleh Reza Yudistira Progam Studi Muamalah
(Perbankan Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam
Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul,”
Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah
Mandiri”**.  Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh pihak Bank

Syariah Mandiri secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-

14 Reza Yudistira , ” Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah
Mandiri”. Skipsi, Fakultas Syariah dan Hukum Unviersitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah
Jakarta tahun 2011



tahapan yang cukup panjang sesuai dengan peraturan Bank Syariah
Mandiri yaitu pedoman pelaksannaan pembiayaan PT Bank Syariah
Mandiri cabang Jatinegara, dan SK direksi Bank Indonesia tentang
pedoman penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank. Adapun Cara
Penyelesaiannya dengan Relevasi pembiayaan: 1). penataan kembali
(Restructuring) 2). penjadwalan kembali ( Rescheduling) 3).
persyaratan Kembali (Reconditioning). Penelitian ini dengan
penelitian yang penulis akan angkat mempunyai kesamaan yaitu
keduanya penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian
pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini hanya
membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa
membahas bagimana cara mengemplementasikannya. Sedangkan
penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu membahas lebih spesifik
terkaid bagaiman cara mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara.

Penelitian yang ditulis oleh Dede Dwi Andani. Progam Studi
Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto 2016, dengan judul “Analisis Penanganan

Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah



Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”*® dari hasil penelitian
menyimpulkan bahwa: pertama, faktor-faktor yang menyebabkan
pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto
digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal
nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan
bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan
usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada
unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari
bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan,
kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu
dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran
(karakter nasabah kurang baik). Kedua, dalam penanganan
pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri Kc Purwokerto
memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah
khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/murabahah,
seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK),
penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan
lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat
pengadilan  (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak
sempurna/ada masalah legal). Penelitian ini mempunyai kesamaan
dengan penelitian yang penulis akan angkat yaitu keduanya penelitian

ini  membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

15 Dede Dwi Andani, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad
Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” , Progam Studi Manajemen
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 1AIN Purwokerto 2016,



Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang
penulis terletak pada strategi penyelesaian. Penulis akan membasah
lebih  spesifik  penanganan  pembiayaan  masalah  dengan
mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-
MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
dengan studi kasus di KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening
Banjarnegara.

6. Penelitian yang ditulis oleh Gama Pratama, Nur Haida, Sukma
Nurwualan. Dalam jurnal Ecobankers: Jurnal of Economy and
Banking, 2021, dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan
Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP
Cirebon Plered 2)”,% dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa
strategi  penanganan pembiayaan bermasalah pada produk
pembiayaan konsumer yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2
dengan  cara, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM)
perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan
dengan  cara menghubungi nasabah melalui panggilan telefon,
mengunjungi  tempat  tinggal nasabah, memberikan surat
peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah,
kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi

penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan

8 Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwualan, “Strategi Penanganan Pembiayaan
Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 2)” Jurnal of
Economy and Banking, Vol. 2 No.2 2021



nasabah. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang
penulis akan angkat yaitu keduanya penelitian ini membahas tentang
penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis terletak pada
strategi penyelesaian. Penulis akan membahas lebih spesifik
penanganan pembiayaan masalah dengan mengimplementasikan
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dengan studi kasus di
BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara.

Penelitian yang ditulis oleh Hanifah Afriani, Progam Studi Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu. tahun 2017
dengan judul, “ Pelaksanaan Rescheduling (penjawalan Kembali)
Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L- Risma Kota
Bengkulu”. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk
penerapan Rescheduling (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma
kota Bengkulu, tidak ada SOP atau ketentuan dari kantor pusat BMT
L-Risma Lampung yang mengatakan bahwa anggota harus
menunggak selama 2 tahun baru bisa dilakukan rescheduling apabila
anggota sudah menunggak angsuran selama 3 bulan berturut-turut
maka sudah bisa dilakukan Rescheduling, sedangkan dalam
praktiknya di BMT L-Risma Kota Bengkulu seorang anggota harus
menunggak selama 2 tahun baru bisa dibuat penjadwalan kembali.

Dalam pelaksanaan rescheduling ini telah sesuai dengan Fatwa DSN



MUI NO. 48/DSN-MUI/1I/2005 yang mengatakan bahwa dalam
melakukan Resceduling (penjadwalan kembali) maka lembaga
keuangan syariah tidak dibenarkan menambah jumlah utang yang
tersisa, pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu malah mengurangi utang
anggotanya dengan pelaksanaan Rescheduling ini. Penelitian ini
mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan angkat
yaitu keduanya membahas tentang penjadwalan kembali pada tagihan
murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang penulis angkat yaitu terdapat tempat penelitian yang
akan diteliti dan  karakteristik penerapan rescheduling yang

dilakukan?’

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif.
Dimana penulis akan mengamati proses implementasi penjadwalan
kembali (rescheduling) pembiayaan murubahah yang dilakukan di
KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara apakah sudah
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.48 /DSN-

MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif atau

penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda

17 Hanifah Afriani, “ Pelaksanaan Rescheduling (penjawalan Kembali) Pembiayaan
Murabahah Bermasalah di BMT L- Risma Kota Bengkulu”. skipsi Progam Studi Perbankan
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu. 2017



Cabang Kalibening Banjarnegara. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang temuannya tidak ditemukan lewat prosedur statistik
ataupun wujud hitungan yang lain serta berupaya menguasai serta
menafsirkan arti sesuatu kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam
suasana tertentu bagi perspektif periset sendiri.*®
3. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Yang
dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana
data dapat diperoleh.®Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua
sumber data yaitu:
a. Sumber Data Primer
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
jenis data primer. Data primer yaitu data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber
pertamanya.’® Adapun yang menjadi sumber data primer dalam
penelitian ini adalah hasil wawancara degan manager, karyawan dan
anggota KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga

18 Syafnidawaty, Penelitian Kualitatif, (Banten: Universitas Raharja, 2020)

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2011), h. 129.

20 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.



dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dokumen.?!
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional No0.48 /DSN-MUI/I/11/2005
Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah buku-buku
tentang perbankan, buku-buku mengenai peraturan hukum ekonomi
syariah, artikel-artikel hukum jurnal hukum, serta sumber tertulis

lainnya yang berkaitan dengan tulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitiian ini adalah
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan
tertentu.?? Penulis akan mencari data dengan cara tanya jawab
langsung kepada manager, karyawan dan anggota KSPPS BMT
Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegara, terkaid dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di BMT Al-Huda
Kalibening Banjarnegara.
b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan
mengumpulkan data berupa foto serta dokumen-dokumen atau

catatan keterangan data yang mendukung terkait dengan Tentang

21 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian..., h. 94.
22 Helaludin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik,
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 64.



Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di KSPPS BMT Al-Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara. Teknik dokumentasi adalah studi
literatur yang menggali data pengetahuan terkait yang terdapat dalam
buku-buku, jurnal, skripsi internet, arsip dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis informasi yang dipakai yaitu
metode deskriptif induktif, diawali dengan memandang petunjuk
pengalaman di lapangan, menekuni sesuatu proses temuan di lapangan,
mencatat, menganalisa dengan syarat universal, menafsirkan dan menarik
kesimpulan.

Untuk memastikan kebenaran data yang didapat oleh penulis
dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan uji validitas. Uji
validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan uji triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu metode
analisis data yang dapat mensintesis data dari berbagai sumber.?®> Maka
dengan itu penulis akan berusaha mendapatkan sumber informan baik itu
dari manager, karyawan dan juga anggota KSPPS BMT Al-Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara. Selain untuk mendapatkan banyak informasi,
penulis juga akan menganalisis antara data dari sumber informan satu
dengan yang lainnya. Agar sumber data yang telah didapat penulis dalam

penelitian ini dapat dipercaya akan kebenarannya.

23 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005) h. 218.



6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Al-Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara yang berada di Kalibening, Kecamatan
Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa tengah 53458.

Alasan pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil
observasi awal yang dilakukan oleh penulis mengenai upaya serta
kebijakan yang di lakukan oleh lembaga keuangan syariah terkait
penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dan di KSPPS BMT Al-Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara ini  terdapat anggota mengalami
pembiayaan bermasalah. sehingga penulis ingin mengetahui lebih jauh
bagaimana cara KSPPS BMT Al-Huda Cabang Kalibening Banjarnegar
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, penulis akan mendeskripsikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan

Bab kedua, berisi penjelasan teori-teori terkait penelitian
diantaranya adalah penjelasan mengenai pembiayaan murabahah,

pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi atau penjadwalan kembali

Bab ketiga, memuat pemaparan data dari hasil penelitian yang akan
menjawab isu permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah.

Penulis pada bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu



penerapan rescheduling pada pembiayaan murabahah di BMT Al-huda
Kalibening Banjarnegara.

Bab Keempat, bab ini akan menguraikan analisis dari hasil
penelitian terkait penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48 /DSN-
MUI/I/11/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah di
BMT Al-Huda Kalibening Banjarnegara

Bab Kelima, diisi dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan

serta rekomendasi dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab

sebelumnya, serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian

ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Penjadwalan ulang (Rescheduling) merupakan salah satu kebijakan oleh
pihak KSPPS BMT Al-Huda sebagai upaya penyelamatan dari
pembiayaan murabahah yang bermasalah. Pelaksanaan penjadwalan
kembali rescheduling tidak semata-mata diberikan kepada para anggota
yang mengalami pembiayaan bermasalah, akan tetapi banyak yang harus
dipertimbangkan dari pihak KSPPS BMT Al-Huda. Anggota yang
mengajukan rescheduling harus memenenuhi kreteria 5C 1S. Hal ini
dilakukan untuk menyakinkan bagi pihak KSPPS BMT Al-Huda bahwa
restukrisasi yang akan dilakukan dapat menjadi upaya penyelamatan
pembiayaan anggota agar anggota tetap melakukan prestasinya kepada
pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening .

Praktik penjadwalan Kembali (Rescheling) yang di lakukan KSPPS BMT
Al-Huda sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.48
/IDSN-MUI/I/11/2005  Tentang  Penjadwalan  Kembali ~ Tagihan
Murabahah. Dimana LKS boleh melakukan penjadwalan kembali

(rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah/ anggota yang tidak bisa



menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang

telah disepakati, dalam hal ini KSPPS BMT Al-Huda Kalibening telah

menerapkan ketentuan rescheduling seperti yang tertera dalam Fatwa

Dewan Syariah Nasional NO.48 /DSN-MUI/I/11/2005 Tentang

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yakni :

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya
riil;

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan

beberapa saran kepada pihak dan pelanggan flip yaitu sebagai berikut:

1.

Pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening hendaknya melakukan analisis
yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan
transaksi pembiayaan. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan
bermasalah yang dilakukan oleh anggota.

Pihak anggota KSPPS BMT Al-Huda Kalibening hendaknya lebih
kooperatif dalam menjalankan prestasinya. Dan dengan adanya
rescheduling ini akan sedikit meringankan beban para anggota dan

meminimalisir kerugian bagi pihak KSPPS BMT Al-Huda Kalibening.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA MANAGER KSPPS BMT AL-
HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama P
Hari, Tanggal TR
Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan akad murabahah di
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

2. Bagaimana prosedur pemberian akad murabahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami
pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening
Banjarnegara?

Jawaban :

4. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang di alami oleh anggota pada
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :



5. Kebijakan apa saja yang dilakukan olen KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara untuk meminimalisir anggota yang mengalami

pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :



PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN PEMBIAYAAAN
KSPPS BMT AL- HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama PP
Hari, Tanggal PSR
Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Bagaiamana implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda
Cabang Kalibening Banjarnegara

Jawaban :

2. Upaya apa yang di lakukan apabila anggota pada pembiyaan murabahah
di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara mengalami
pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

3. apakah recheduling di terapkan di semua anggota yang mengalami
pembiyaaan bermasalah?
Jawaban :

4. Apa saja kriteria anggota yang berhak mendapatkan recheduling (

penjadwalan kembali) pembiayaaan?



Jawaban :

. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian
recheduling ( penjadwalan kembali) pembiayaaan?

Jawaban :

. Dari semua tahapan itu, adakah biaya yang harus anggota tanggung?

Jawaban :

. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan recheduling ( penjadwalan
kembali) pembiyaaan baik itu dari pihak BMT maupun anggota ?
Jawaban :

. Jika recheduling ( penjadwalan kembali) pembiayaaan masih juga gagal

untuk dilunasi oleh debitur, apa akibat hukum yang timbul?

Jawaban :



PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama e
Hari, Tanggal TR
Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa latar belakang Bapak/lbu mengajukan akad murabahah KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

2. Usaha apa yang sedang Bapak/lbu jalankan?

Jawaban :

w

Apa penyebab Bapak/lbu mengalami pembiayaan macet?

Jawaban :

4. Kebijak apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan
macet?

Jawaban :



5. Berapa Pembiayaaan Murabahah yang Bapak/ 1bu ajukan pada pihak
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara ketika?
Jawaban :

6. Setelah di recheduling berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?
Jawaban :

7. Apakah dengan adanya recheduling yang di tawarkan oleh pihak KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan
beban Bapak/ibu?

Jawaban :



Lampiran 2

HASIL WAWANCARA KEPADA MANAGER KSPPS BMT AL- HUDA

CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama . Wisnu Pamungkas
Hari, Tanggal : 5 Desember 2022

Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

1. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan akad murabahah di
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?
Jawaban :
Untuk melakuakan pengajuan pembiayaan murabahah maka anggota wajib
memeberikan kelengkapan pengajuan berupa ktp,kk,surat nikah,barang
yang dijaminkan dan Dp setra memberikan spesifikasi barang yang akan

dibeli,dari type,bentuk secara rinci

2. Bagaimana prosedur pemberian akad murabahah di KSPPS BMT Al-
Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :

¢ Anggota melakukan permohonan pengajuan pembiayaan dengan
persyaratan yang dibutuhkan oleh KSPPS AL HUDA Cabang
Kalibening

e Setelah anggota disilaturahmi dan di acc maka barang yang akan dibeli

tersebut dibeli oleh KSPPS AL HUDA cabang Kalibening



e Setelah terjadi pembelian,Pihak KSPPS Al Huda melakukan
kesepakatan jual beli kepada anggota dan setelah harga disepakati
maka anggota memberikan DP

e Setelah itu dibuat akad murabahah dan penandatanganan

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai nasabah yang mengalami
pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening

Banjarnegara?

Jawaban :

Anngota yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah mereka yang
mengalami kendala dalam pembayaran angsurannya akibat dari suatu
musibah yang dialami oleh para anggota, akan dari pihak KSPPS BMT Al-
Huda akan selalu memberukan upaya agar para anggota tetap melakukan
kewajibanya untuk membayar angsuran.

4. Apa penyebab pembiayaan bermasalah yang di alami oleh anggota pada
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?
Jawaban :
e Masa pandemic covid 19 yang mempengaruhi perekonomian anggota
e Anggota meninggal dunia
o Karakter yang kurang baik
o Kondisi usaha menurun

e Bencana alam



5. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara untuk meminimalisir anggota yang mengalami
pembiayaan bermasalah?

Jawaban :

Melakukan rescheduling,ataupun koordinasi dengan anggota tentang
penjualan asset secara bersama apabila kemampuan sudah tidak
mencukupi

6. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :
o Identifikasi kendala sehingga terjadi terjadi pembiayaan bermasalah

e Melakukan rescheduling,ataupun penjualan bersama

o Serta melakukan konversi akad dari murabahah ke musyarokah



PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KARYAWAN PEMBIAYAAAN

KSPPS BMT AL- HUDA CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama : Sri Wahyuningsih
Hari, Tanggal : 26 Desember

Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Bagaiamana implementasi akad murabahah di KSPPS BMT Al- Huda

Cabang Kalibening Banjarnegara

Jawaban :

- Anggota melakukan permohonan pengajuan pembiayaan dengan
persyaratan yang dibutuhkan oleh KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening

- Setelah anggota disilaturahmi dan di acc maka barang yang akan dibeli
tersebut dibeli olen KSPPS BMT Al- Huda cabang Kalibening

- Setelah terjadi pembelian, pihak KSPPS BMT Al- Huda melakukan
kesepakatan jual beli kepada anggota dan setelah harga disepakati
maka anggota memberikan DP

- Setelah itu dibuat akad murabahah dan penandatanganan

2. Upaya apa yang di lakukan apabila anggota pada pembiyaan murabahah

di KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara mengalami

pembiayaan bermasalah?



Jawaban :
- Identifikasi kendala pembiayaan bermasalah
- Melakukan rescheduling kepada anggota,ataupun konversi akad
- Ataupun melakukan penjualan aset
3. apakah recheduling di terapkan di semua anggota yang mengalami
pembiyaaan bermasalah?
Jawaban :
Pelaksananan recheduling di KSPPS BMT Al- Huda cabang Kalibening
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dimana kita harus tetap melihat
dari beberapa kondisi anggota itu sendiri, seperti dari karakter anggota,
itikad baik anggota yang masih ingin untuk melunasi hutang, dan prospek
dari penghasilan anggota yang masih memungkinkan. Jadi tidak semua
permohonan recheduling itu dikabulkan
4. Apa saja kriteria anggota yang berhak mendapatkan recheduling (
penjadwalan kembali) pembiayaaan?
Jawaban :
Apabila dari anggota terpenuhi 5 Cdan 1 S
(character,capacity,capital,collateral,dan condition serta aspek syariah)
5. Bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pemberian

recheduling ( penjadwalan kembali) pembiayaaan?

Jawaban :

- Anggota melakukan pengajuan perpanjangan



- Setelah disilaturahmi oleh manager dan terpenuhi 5 ¢ dan 1 s maka
dibuatlah akad perpanjangan

6. Dari semua tahapan itu, adakah biaya yang harus anggota tanggung?
Jawaban :

- Ada biaya administrasi pergantin materai

7. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan recheduling ( penjadwalan
kembali) pembiyaaan baik itu dari pihak BMT maupun anggota ?
Jawaban :
- Anggota kurang kooperatif
- Kemampuan usaha turun
- Asset dijual sehingga tidak punya aset

8. Jika recheduling ( penjadwalan kembali) pembiayaaan masih juga gagal

untuk dilunasi oleh debitur, apa akibat hukum yang timbul?

Jawaban :

Apabila identifikasi sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara
rescheduling,maka dilakukan penjualan asset bersama ataupun langkah

legal



HASIL WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama . Ibu Desi
Hari, Tanggal : 27 Desember 2022
Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

1. Apa latar belakang Bapak/lbu mengajukan akad murabahah KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?
Jawaban :
Saya mengajukan pembiayaan itu buat tambahan pembelian sepeda
motor mba
2. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?
Jawaban :
Saya jualan gerabah di depan rumah, kalo suami jualan makanan ringan
keliling
3. Apa penyebab Bapak/lbu mengalami pembiayaan macet?
Jawaban :
Semenjak pendemi kemaren kan penghasil saya berkurang mba, di
tambah suami saya juga sakit jadi uangnya saya gunakan buat
pengobatan suami
4. Kebijak apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan
macet?
Jawaban :
Saya si di tawarin buat memperkecil angsuran mba, biar tidak terlalu
banyak angsurannya
5. Berapa Pembiayaaan Murabahah yang Bapak/ 1bu ajukan pada pihak
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara k?
Jawaban :



berarti saya itu pengajuan pembiayaan sekitar 5 juta, bagi hasilnya itu
sekitar 2,2 juta. Angsuran awal saya itu 300 ribu saya bikin 2 tahun.
6. Setelah di recheduling berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?

Jawaban :

Jadi sebelumnya itu saya pernah angsur 300 ribu selam 4 bulan. Terus
kalo sekarang itu angsurannya jadi 250 ribu saya bikin 2 tahun lagi.

7. Apakah dengan adanya recheduling yang di tawarkan oleh pihak KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan
beban Bapak/ibu?

Jawaban :

Alhamdulilah iya mba



HASIL WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT AL- HUDA
CABANG KALIBENING BANJARNEGARA

Nama . Ibu Rusmiyati
Hari, Tanggal : 3 Januari 2023
Pewawancara : Shidgi Hasna Nabila

Daftar Pertanyaan

1. Apa latar belakang Bapak/lbu mengajukan akad murabahah KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara?

Jawaban :
Dulu itu saya hutang buat beli tanah sebelah rumah mba

2. Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan?

Jawaban :
Saya Ibu rumah tangga, suami saya kerja buruh di teh pagilaran

3. Apa penyebab Bapak/lbu mengalami pembiayaan macet?
Jawaban :
Kemaren pas pandemi itu suami saya mengalami penurunan upah solnya
kerjanya tidak full time.

4. Kebijak apa yang di tawarkan pihak KSPPS BMT Al- Huda Cabang
Kalibening Banjarnegara ketika Bapak/ibu mengalami pembiayaan
macet?

Jawaban :
Memperkecil angsuran mba, biar tidak terlalu banyak angsurannya

5. Berapa Pembiayaaan Murabahah yang Bapak/ 1bu ajukan pada pihak
KSPPS BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara k?

Jawaban :



50 juta, angsuranya awal itu 1,9 juta (pokok sama bagi hasil) ansuran 36
bulan
6. Setelah di recheduling berapa angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan?

Jawaban :

sekarang angsurannya jadi 991.666 di bikin 36 bulan lagi.

7. Apakah dengan adanya recheduling yang di tawarkan oleh pihak KSPPS
BMT Al- Huda Cabang Kalibening Banjarnegara lebih meringankan
beban Bapak/ibu?

Jawaban :

Alhamdulilah iya mba



Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA
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